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KEPUTUSAN MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0055407.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI 01 DESA BOTOSENGON DEMPET
DEMAK

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai
salinan Akta Nomor 07 Tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, |’
SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI MELATI 01 DESA BOTOSENGON DEMPET DEMAK disingkat POS | |
PAUD MELATI 01 tanggal 13 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran |
6016051333103300 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan; i

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perfu |
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang :
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
MELATI 01 DESA BOTOSENGON DEMPET DEMAK disingkat POS PAUD MELATI 01; :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 3
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: 1.
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI 01 DESA BOTOSENGON |
DEMPET DEMAK disingkat POS PAUD MELATI 01 i
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 02 Mei |
2013 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di

KABUPATEN DEMAK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di jakarta, Tanggal 13 Mei 2016.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
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DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 13 Mei 2016




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0055407.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
4| PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
||  PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI 01 DESA BOTOSENGON DEMPET

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 13 Mei 2016




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
http://dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.11 / 821 / 2018

TENTANG :
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

Menimbang . a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses
dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan
pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu
diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di
Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang
Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Pendidikan Nasional;

-~ 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 20 13

tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;

} 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

] Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
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